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PEDOMANTRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN
A. Transliterasi Arab-latin
Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat
dilihat pada halaman beriku:
1. Konsonan
Huruf Arab Nama Huruf Latin Nama
ا Alif Tidakdilambangkan Tidakdilambangkan
ب Ba B Be
ت Ta T Te
ث Sa S Es (dengantitikdiatas)
ج Jim J Je
ح Ha’ H Ha (dengantitik di bawah)
خ Kha’ Kh Kadan ha
د Dal D De
ذ Zal Z Zet(dengantitikdiatas)
ر Ra R Er
ز Za Z Zet
س Sin S Es
ش Syin Sy Esdan ye
ص Sad S Es (dengantitik di bawah)
ض Dad D De (dengantitik di bawah)
ط Ta T Te (dengantitik di bawah)
ظ Za Z Zet(dengantitik di bawah)
ع ‘ain ‘ apostrofterbalik
غ Gain G Ge
ف Fa F Ef
ق Qaf Q Qi
ك Kaf K Ka
ل Lam L El
م Mim M Em
xن Nun N En
و Wawu W We
ه Ha H Ha
ء Hamzah ’ Apostrop
ي Ya’ Y Ye
Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda
apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).
2. Vokal
Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal
atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.
Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat,
transliterasinya sebagai berikut:
Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat
dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:
Contoh:  َﻒـْﯿـَﻛ : kaifa
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathah a a َا
kasrah i i ِا
dammah u u ُا
Nama Huruf Latin NamaTanda
fathahdanya ai a dan i َْﻰـ
fathahdanwau au a dan u َْوـ
xi
 َل ْﻮَـھ : haula
3. Maddah
Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf,
transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:
Contoh:  َت َﺎـﻣ : mata
ﻰـَﻣَر: rama
 َﻞـْﯿِـﻗ : qila
 ُت ُْﻮـﻤَـﯾ: yamutu
4. Ta’ marbutah
Transliterasi untuk ta’ marbutah ada dua, yaitu: ta’ marbutah yang hidup atau
mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan
ta’ marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].
Kalau pada kata yang berakhir dengan ta’ marbutah diikuti oleh kata yang
menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta’
marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).
Contoh:  ِلَﺎﻔْط ﻷا ُ ﺔـَﺿْوَر :raudah al-atfal



















 ُ ﺔــَﻤـْﻜـِْﺤـَﻟا : al-hikmah
5. Syaddah (Tasydid)
Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan
sebuah tanda tasydid (  ّ◌ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan
huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.
Contoh:  َﺎﻨَـّـﺑَر : rabbana
 َﺎﻨــَْﯿـّﺠَـﻧ : najjaina
 ُ ّﻖـَﺤْــَﻟا : al-haqq
 ُ ّﺞـَﺤْــَﻟا : al-hajj
 َﻢِــُّﻌﻧ : nu“ima
 ﱞوُﺪـَﻋ : ‘aduwwun
Jika huruf ى ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah
( ّﻰِـــــ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah (i).
Contoh:  ﱞﻰِـﻠـَﻋ : ‘Ali (bukan ‘Aliyy atau ‘Aly)
 ﱡﻰِــﺑَﺮـَﻋ : ‘Arabi (bukan ‘Arabiyy atau ‘Araby)
6. Kata Sandang
Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf  لا(alif
lam ma‘arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti
biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf syamsiah maupun huruf qamariah. Kata
sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang
ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar
(-).
Contoh:  ُﺲـَْﻤـ◌ّّﺶَﻟا : al-syamsu (bukan asy-syamsu)
 ُ ﺔَــﻟَﺰْــﻟ ﱠﺰَﻟا : al-zalzalah (az-zalzalah)
xiii
 ُ َﺔﻔـﺴْﻠَـﻔْــَﻟا : al-falsafah
 َُدﻼِـــﺒْــَﻟا : al-biladu
7. Hamzah
Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (’) hanya berlaku bagi
hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal
kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.
Contoh:  َنْوُﺮـُﻣَﺄـﺗ: ta’muru>na
 ُءَْﻮّـﻨْــَﻟا : al-nau’
 ٌءْﻲـَﺷ : syai’un
 ُت ْﺮـِﻣ◌ُُ أ: umirtu
8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia
Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau
kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat
yang sudah lazim dan menjadi bagian dari pembendaharaan bahasa Indonesia, atau
sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak lagi ditulis menurut cara
transliterasi di atas. Misalnya kata Al-Qur’an (dari al-Qur’an), alhamdulillah, dan
munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks
Arab, maka mereka harus ditransliterasi secara utuh.
Contoh: Fi Zilal al-Qur’an
Al-Sunnah qabl al-tadwin
9. Lafz al-Jalalah (ﷲ)
Kata “Allah”yang didahului partikel seperti huruf jarr dan huruf lainnya atau




 ِﷲ ُْﻦـﯾِد dinullah  ِﷲ ِِﺎﺑ billah
Adapun ta marbutah di akhir kata yang disandarkan kepada lafz al-jalalah,
ditransliterasi dengan huruf [t].
Contoh:
 ُھـ ِﷲ ِﺔَﻤْـــﺣَر ِْﻲﻓ ْﻢ hum fi rahmatillah
10. Huruf Kapital
Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (All Caps), dalam
transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf
capital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD).Huruf
kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat,
bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata
sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf capital tetap huruf awal nama diri
tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka
huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang
sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata
sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP,
CDK, dan DR).
Contoh: Wa ma Muhammadunillarasul
Innaawwalabaitinwudi‘alinnasilallazi bi Bakkatamubarakan





Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anakdari) dan Abu>
xv
(bapakdari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus
disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi.
Contohnya:
B. Daftar Singkatan
Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:
KUHP = Kita Undang-Undang Hukum Pidana
UUD = Undang-Undang Dasar
HAM = Hak Asasi Manusia
HPK =Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
BK =Buku
swt. = Subhanau wa ta’ala
saw. = Sallallahu ‘alaihi wa sallam
QS…/…:… = QS al-Nisa’ / 4:145, QS al- Syu’raa’/ 26:182, dan QS al- Mutaffi/
83:1-6
Untuk karya ilmia berbahasa Arab, terdapat beberapa singkatan berikut:
Abu al-Walid Muhammad ibnu Rusyd, ditulis menjadi: IbnuRusyd, Abu
al-Walid Muhammad (bukan: Rusyd, Abu al-Walid Muhammad
Ibnu)
Nasr Hamid Abu Zaid, ditulis menjadi: Abu Zaid, Nasr Hamid (bukan:
Zaid, Nasr Hamid Abu)
ivx
ﺻﻔﺤﺔ = ص 
ﺑﺪون ﻣﻜﺎن = دم 
ﺻﻠﻰ ﷲ ﻋﻠﯿﮫ و ﺳﻠﻢ = ﺻﻠﻌﻢ 
طﺒﻌﺔ = ط 
ﺑﺪون ﻧﺎﺷﺮ = دن 
اﻟﻰ  اﺧﺮھﺎ\ اﻟﻰ اﺧﺮه  = اﻟﺦ 





Jurusan : Hukum Pidana dan Ketatanegaraan
Judul :Al-amdu Dalam Hukum Pidana Islam Dan Dolus Pembunuhan
Dalam Hukum Pidana Positif (Suatu Analisa Perbandingan)
Skripsi ini menjelaskan permasalahan: 1). Bagaimana konsep hukum pidana
Islam terhadap Al-Amdu? 2). Bagaimana konsep hukum pidana positif terhadap
dolus? 3). Bagaimana perbedaan hukum terhadap Al-Amdu dalam pandangan hukum
Islam dan dolus dalam hukum pidana positif?
Penyelesaian masalah tersebut, menggunakan metode penelitian pustaka yang
berusaha mendapatkan informasi tentang objek yang diteliti sesuai realitas yang ada
dan telah di teliti oleh para alhi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber
hukum primer yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab,
buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber bacaan
lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua metode kutipan
yaitu secara langsung dan tidak langsung.
Dari hasil penelitian, pembunuhan yang dimaksud dalam hal ini adalah
pembunuhan yang dilakukan oleh seorang mukallaf (Orang yang berakal sehat atau
mubaligh) secara sengaja (dan berencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya
dengan cara atau alat yang biasanya membunuh. Sedangkan konsep hukum pidana
positif adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu.
Menurut pandangan hukum Islam, hukuman utama terhadap al-Amdu (pembunuhan
secara sengaja) yaitu qishash atau balasan yang setimpal dengan apa yang telah
diperbuat. Sedangkan hukum pidana positif dalam pembunuhan secara sengaja dapat
dikenakan hukuman dalam pasal 338 KUHP dikenakan penjara paling lama 15 (lima
belas) tahun.
Berdasarkan penelitian tersebut maka diharapkan adanya penerapan aturan
yang jelas dan terpenuhi agar dapat menjadi dasar pertimbangan bagi aparat dalam




Dalam kehidupan terdapat hukum yang mengatur alur kehidupan
manusia, setiap kegiatan tidak lepas dari aturan dan norma-norma yang telah
ditetapkan dalam Negara atau agama itu sendiri. Indonesia merupakan Negara
hukum yang berlandaskan pancasila dan UUD 1945 serta sangat menjunjung
tinggi hak asasi manusia. Setiap warga Negara memiliki hak atas dasar hukum
tersebut dan memiliki kewajiban untuk menaati setiap aturan yang telah
ditetapkan dalam hukum. Meskipun aturan telah ditetapkan, namun kejahatan
tindak pidana yang menyangkut hak asasi manusia masih banyak terjadi salah
satunya adalah kasus pembunuhan.
Pembunuhan adalah perbuatan yang menyebabkan hilangnya nyawa
orang lain. Kasus pembunuhan merupakan salah satu bentuk kejahatan yang
cukup mendapat banyak perhatian di kalangan masyarakat sebab selain
menghilangkan nyawa orang lain pembunuhan juga dapat mengganggu
keamanan dan membuat keresahan di lingkungan masyarakat. Pembunuhan
terbagi menjadi tiga yaitu pembunuhan sengaja, pembunuhan menyerupai
sengaja, dan pembunuhan keliru. Pembunuhan sengaja merupakan
pembunuhan seseorang dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain
yang merupakan perbuatan pidana atau tindak pidana pembunuhan sengaja,
2dimana perbuatan tersebut dianggap suatu perbuatan yang melampaui batas
dan tidak berperikemanusiaan.
Sebagai kelanjutannya peneliti menyajikan masalah pembunuhan
dengan sengaja dalam rubrik fikih kali ini. Pembunuhan dengan sengaja
dalam bahasa Arab adalah qatlu al-‘amd. Secara etimologi bahasa Arab kata
qatlu al-‘amd tersusun dari dua kata yaitu al-qatlu dan al-‘amd. Al-qatlu
artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa.1 Sedangkan kata al-‘amd
memiliki pengertian sengaja dan berniat.2 Yang dimaksud pembunuhan
dengan sengaja disini ialah seorang mukallaf secara sengaja (dan berencana)
membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang
biasanya dapat membunuh.3
Adapun bagian-bagian pembunuhan secara sengaja dalam pandangan
hukum Islam diantaranya korban terbunuh. Apabila seorang sengaja
membunuh korban dengan senjata yang biasa di gunakan untuk membunuh
seperti kampak atau sejenisnya (senjata api-red); namun korbannya selamat
dan dapat disembuhkan, maka tidak termasuk pembunuhan dengan sengaja.
Sedangkan korban yang terbunuh memiliki dua syarat yaitu Bani Adam
(Manusia) apabila korban yang terbunuh bukan manusia tentulah dikatakan
pembunuhan dengan sengaja. Terjaga darahnya (ma’shûmu ad-dâm). Hal ini
1 A. Rahman I. Doi, Penjelasan lengkap Hukum-Hukum Allah Syariah (Cet.I; Jakarta: Raja
Grafindo, 2002). h.298.
2 Abdul Qadir Audah, Ensiklopedia Hukum Pidana Isalam (Cet.V;Bogor:Kharisma Ilmu,
2011), h.175
3 Wahba Zuhaili,Al-fiqh Al-Islami wa Adillatuhu, Juz II ( Damaskus: Dar al-kitab
Arabi,1989), h.535.
3mencakup semua jiwa yang mendapatkan perlindungan dari negara Islam,
seperti kaum Muslimin, dzimmi (ahli dzimah), yang di bawah perjanjian (al-
Mu’âhad), orang yang meminta perlindungan (al-Musta’min).
Dengan demikian, seorang dihukumi membunuh dengan sengaja
apabila ia mengetahui bahwa orang yang ia inginkan terbunuh adalah manusia
dan terlindungi jiwanya menurut syara’ yaitu kesengajaan atau keinginan
untuk membunuh korban. Hal ini mencakup dua keinginan yaitu kesengajaan
membunuh (Qashdu al-Jinâyat) dan sengaja menjadikan terbunuh sebagai
korban (Qashdu al-majni ‘Alaihi). Syaikh Ibnu Utsaimîn rahimahullah
menyatakan: ‘Harus memenuhi dua jenis kesengajaan ini, seandainya tidak
ada niatan membunuh dengan menggerakkan senjata lalu senjatanya terlempar
(tidak sengaja) dan membunuh orang; maka tidak dikategorikan membunuh
dengan sengaja, karena ia tidak berniat membunuh. Juga seandainya ia
sengaja menembak sesuatu dan ternyata seorang manusia, maka ini pun bukan
sengaja, karena ia tidak sengaja (dan berencana) membunuh orang yang
terlindungi darahnya.4 Dan juga alat yang digunakan adalah alat pembunuh
baik senjata tajam atau yang lainnya. Ini termasuk rukun pembunuhan dengan
sengaja yang terpenting. Karena syarat kesengajaan membunuh adalah
perkara batin yang tidak mudah dibuktikan. Sehingga dalam penetapan
4 Imam Jalaluddin Al-Mahalli, Tafsir Jalalain (Cet.III.Bandung: Sinar Baru Algensindo,
1996) h.377.
4hukumnya kembali kepada alat yang digunakan, sebab itu perkara nyata
(fakta, dhahir-red).
Manusia diciptakan oleh Allah swt sebagai khalifah dipermukaan
bumi untuk membangun dunia ini, bukan untuk bermusuhan atau saling
menganiya. Membunuh orang merupakan dosa besar, membunuh seorang
muslim setara dengan membunuh semua manusia, namun demikian, masih
terdapat pembunuhan atau penganiayaan di atas bumi ini yang diperbuat oleh
manusia selaku khalifah itu.
Dengan berbagai pelanggaran yang diperbuat oleh manusia, maka
diperlukan suatu ketegasan hukum yang tepat. Hukum itu terdapat di seluruh
dunia, akan tetapi bentuk dan isinya berbeda-beda, sesuai bentuk dan sifat
pergaulan dan pandangan hidup masing-masing bangsa itu. Hukum positif
yang berlaku di Indonesia berpedoman pada Kitab Undang-Undang Hukum
Pidana (KUHP).
Dalam KUHP, tindak pidana pembunuhan biasa diatur dalam pasal
338 KUHP berbunyi sebagai berikut: Barangsiapa dengan sengaja merampas
nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan penjara paling lama
lima belas tahun.5
Seperti kejahatan lainnya yang terjadi dalam masyarakat,
pembunuhan dalam bentuk apapun, dengan alat apapun secara tegas dilarang
5 R.Soenarto Soerodibroto, SH, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP),(Cet.IX;
Jakarta: Raja Grafindo persada, 2011), h. 209.
5oleh norma hukum pidana, dan kaidah hukum pidana selalu bertindak tegas
dan tidak pernah membiarkan berlangsungnya kejahatan tersebut secara terus
menerus, karena dilihat dari segi terjadinya pembunuhan itu sangatlah
merugikan. Kejahatan seperti inilah yang menjadi tugas bagi seluruh aparatur
penegak hukum, mulai dari instensi kepolisian, kejaksaan ,dan pengadilan.
Dahulu dikenal dolus malus yang mengartikan kesengajaan (opzet) sebagai
perbuatan yang dikehendaki dan si pelaku menginsafi bahwa perbuatan itu
dilarang dan diancam hukuman.6
Dengan demikian, hukum sebagai menegakkan keadilan, kebenaran
dan ketertiban dalam Negara hukum Indonesia yang berdasarkan pancasila
dan UUD 1945, diarahkan untuk meningkatkan kesadaran hukum, menjamin
penegakan, pelayanan dan kepastian hukum serta mewujudkan tata hukum
nasional yang mengabdi kepada nasional. Hukum tidak bias di lepaskan
dengan esensinya yakni keadilan, keadilan sering di sebut sebagai keutamaan
hukum.
Pada dasarnya, hukum Islam pulah telah menegaskan melarang kaum
muslim melakukan pembunuhan tanpa ada alasan yang dibenarkan oleh
syariat (QS.An Nisa/4:93).7
6 Marpaung, Leden. Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana (Jakarta: Sinar Grafika, 2005),
h.13.
7Kementerian Agama RI, al-Qur’an Tajwid dan Terjemahnya (Bandung:Sygma
ExamediaArkanleema, 2010), h.101.
6Membunuh secara sengaja hendaklah dibunuh pula dan bawa dia
membayar diat jika peroleh kemaafan yang telah di terangkan pula berapa
banyaknya. Disamping itu Sunnah menerangkan pula bahwa di antara sengaja
dengan tersalah itu ada semacam pembunuhan yang disebut “Semi Sengaja”
yaitu jika seorang membunuh orang lain dengan alat yang tidak bias di
gunakan untuk membunuh, maka tidak wajib qishash, hanya diat, sebagai
mana pula sengaja dalam bentuk atau sifatnya, tetapi tersalah dalam
mengundurkan dan melakukannya. Dan ini dalam keadaan sengaja lebih patut
membayar kafarat daripada dalam keadaan tersalah. 8
B. Rumusan Masalah
Untuk memperoleh hasil penelitian kualitatif dan memenuhi syarat-
syarat ilmiah dan dapat memberikan kesimpulan yang sesuai dengan judul,
maka perlu ada pembatasan dan rumusan masalah. Hal ini sangat penting
dalam pelaksanaan pengumpulan data dan analisis data tidak dapat keluat dari
pembahasan atau melenceng dari tujuan.
Sesuai dengan uraian permasalahan tersebut, maka penulis mencoba menarik
beberapa rumusan masalah sebagai berikut:
1. Bagaimana konsep hukum pidana Islam terhadap Al-Amdu?
2. Bagaimana konsep hukum pidana positif terhadap Dolus?
8 Imam Jalaluddin As-Syuyuthi, Kitab Tafsir Jalalain Jilis (Cet. XII; Bandung: Sinar Baru
Algensindo, 2006), h.376.
73. Bagaimana perbedaan hukum terhadap Al-Amdu dalam pandangan hukum
Islam dan Dolus dalam hukum pidana positif?
C. Pengertian Judul
Untuk lebih mengarahkan pengertian tersebut diatas penulis
mengemukakan pengertian judul sebagai berikut. Al-‘amdu berasal dari
bahasa Arab yag berarti “Sengaja” adapun fi’il madinya ialah ‘amada yang
berarti “qasdhu fi’lihi” (maksudnya melakukan sesuatu).9
Menurut istilah adalah pembunuhan dengan rencana lebih dahulu,
mempunyai alat pembunuh yang biasa digunakan untuk membunuh.10 Hukum
Pidana Islam, ialah pembalasan atau hukuman yang setimpal atas pelanggaran
yang dibuat oleh manusia selaku memperkosa hak Allah, hak manusia dan
hak makhluk yang lain dan di akhirat mendapatkan hukuman dari Allah yang
berat.
Dolus menurut bahasa yaitu berasal dari bahasa latin yang berarti
sengaja. Pengertian lebih lanjut dolus (sengaja) berarti sipembuat harus
menghendaki dan mengertahui apa yang di lakukan, menimbulkan akibat-
akibat dari delik. Pembunuhan berarti perkara membunuh atau perbuatan
membunuh. Jadi dolus pembunuhan adalah suatu perbuatan yang
mengakibatkan matinya seseorang dan menimbulkan akibat-akibat hukum.
9Louis Ma’luf, Al-Munjid, Juz I (Cet. XXVI; Beirut: Darul Masyrik, 1986), h. 259.
10HMK. Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam (Semarang: Ramadhani, 1985), h. 13.
8Hukum pidana positif ialah hukum yang berlaku pada suatu waktu
tertentu dan pada suatu tempat tertentu. Yang penulis maksud disini ialah
hukum pidana positif yang berlaku di Indonesia (KUHP) Untuk menghindari
menafsirkan yang keliru dari pembaca dalam memahami maksud dan tujuan
judul, maka diperlukan pengertian dari beberapa variabel yang dianggap
penting dari judul tersebut. Berikut ini, Pengertian beberapa variabel yang
digunakan dalam judul penulis adalah:
Tinjauan yuridis merupakan proses menganalisa suatu masalah
berdasarkan prinsip-prinsip utama hukum tanpa memperhatikan aspek historis
maupun aspek etisnya.
Berdasarkan pengertian tersebut, maka dapatlah dipahami pengertian
yang dimaksud dalam judul ini yaitu: akan membahas tentang sistem hukum
Islam dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku jarimah pembunuhan yang
dilakukan dengan sengaja, sambil membandingkan sistem hukum positif
(KUHP) yang berlaku di Indonesia dalam menetapkan sanksi terhadap pelaku
delik pembunuhan.
D. Kajian Pustaka
Masalah yang akan dikaji dalam skripsi ini yaitu al-‘amdu dalam
hukum pidana Islam dan dolus pembunuhan dalam hukum positif (Suatu
analisis Perbandingan), yang membahas mengenai permasalahan tersebut
terutama buku-buku dan pakar hukum Islam dan hukum positif yang
membahas tentang pembunuhan dalam ruanglingkup perbandingan antara
9hukum Islam dan hukum positif. Maka pembahasan tersebut lebih fokus
terhadap pokok kajian maka dilengkapi dengan beberapa literatur yang
berkaitan dengan pembahasan yang dimaksud diantaranya adalah sebagai
berikut:
1. R.Soesilo menegaskan dalam bukunya kitab Undang-Undang hukum
pidana serta Komentar-komentar lengkap pasal demi pasal menyebutkan
bahwa pembunuhan (doodslag) berarti perbuatan yang mengakibatkan
kematian orang lain, sedangkan kematian itu disengaja, artinya dimaksud,
termasuk dalam niatnya.
2. Leden Marpaung di dalam bukunya yang berjudul Tindak pidana
terhadap nyawa dan tubuh: Pemberantasan dan prevensinya dipaparkan
mengenai macam-macam tindak pidana terhadap nyawa (pembunuhan)
dan tubuh (penganiyaan). Tindak pidana ini dalam KUHP dimuat dalam
bab XIX dengan judul “Kejahatan terhadap nyawa orang” yang diatur
dalam pasal 338 sampai dengan pasal 350 disertai contoh kasus dan
putusan pengadilan yang dikenakan pada kasus tersebut.
Makhrus Munajat dalam bukunya yang berjudul Dekonstruksi Hukum
pidana Islam menyatakan bahwa dalam pemidanaan terhadap teori gabungan
pemidanaan yang timbul karena adanya gabungan melakukan tindak pidana.
Ada dua teori yang mempengaruhi dalam gabungan pemidanaan yaitu teori
saling memasuki atau melengkapi dan teori penyerapan.
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E. Metode Penelitian
Penelitian merupakan penyaluran hasrat ingin tahu manusia dalam
taraf keilmuan. Metodologi penelitian adalah sekumpulan peraturan, kegiatan,
dan prosedur yang digunakan oleh pelaku suatu disiplin ilmu. Metodologi
juga merupakan analisis teoritis mengenai suatu cara atau metode. Penelitian
merupakan suatu penyelidikan yang sistematis untuk meningkatkan sejumlah
pengetahuan, juga merupakan suatu usaha yang sistematis dan terorganisasi
untuk menyelidiki masalah tertentu yang memerlukan jawaban.11 Berdasarkan
pemahaman tersebut, maka karya tulis ini disusun berdasarkan metodologi
penelitian hukum Islam dengan menggunakan acuan yang telah digunakan
oleh para peneliti sebelumnya.
a. Jenis Penelitian
Jenis penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian ini
adalah penelitian kepustakaan yang disebut pula dengan istilah Library
Research. Karya tulis ini disusun dengan meneliti aspek-aspek teoritis
yang diambil dari buku-buku baik orginal maupun terjemahan, kitab-kitab,
jurnal, karya tulis ilmiah, situs online, mapun literatur lainnya yang






Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah
historis (sejarah) yaitu pendekatan yang meninjau dan menganalisa
permasalahan dari perjalanan sejarah baik sejarah Islam maupun sejarah
kemerdekaan Republik Indonesia. Pendekatan lain yang digunakan yaitu
teologi normatif (hukum Islam) yaitu pendekatan yang mengkaji
permasalahan berdasarkan hukum Islam terutama hukum jihad dan hukum
pemerintahan Islam yaitu siyasah dauliyah.
c. Sumber Data
Dalam penelitian ini penulis menggunakan sumber data primer
yang berasal dari literatur-literatur bacaan antara lain dari kitab-kitab,
buku bacaan, naskah sejarah, sumber bacaan media massa maupun sumber
bacaan lainnya. Dalam pengumpulan dari sumber bacaan digunakan dua
metode kutipan sebagai berikut:
1) Kutipan Langsung
Penulis langsung mengutip pendapat atau tulisan orang lain
secara langsung sesuai dengan aslinya, tanpa sedikitpun merubah
susunan redaksinya. Ada beberapa rujukan yang menggunakan kutipan
langsung dengan tujuan agar terpelihara keaslian atau originalitas
karya yang dijadikan rujukan dalam menyusun karya tulis ini.
2) Kutipan tidak langsung
Dalam karya tulis ini ada beberapa rujukan yang dikutip
dengan memberikan sedikit penyempurnaan dan perbaikan agar tidak
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terjadi kesalahpahaman dalam memahami makna yang dimaksud
dalam kutipan tersebut.
d. Teknik Pengolahan dan Analisis Data
1. Pengolahan Data
Pengolahan data dapat diartikan sebagai rangkaian proses
mengelola data yang diperoleh kemudian diartikan dan
diinterpretasikan sesuai dengan tujuan, rancangan, dan sifat penelitian.
Metode pengolahan data dalam penelitian ini antara lain sebagai
berikut:
a) Identifikasi data adalah pengenalan dan pengelompokan data
sesuai dengan judul skripsi yang memiliki hubungan yang relevan.
Data yang diambil adalah data yang berhubungan dengan fakta
sejarah tentang perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia dan
yang berhubungan dengan konsep jihad dalam ajaran Islam.
b) Reduksi data adalah kegiatan memilih dan memilah data yang
relevan dengan pembahasan agar pembuatan dan penulisan skripsi
menjadi efektif dan mudah untuk dipahami oleh para pembaca
serta tidak berputar-putar dalam membahas suatu masalah. Dalam
proses ini kutipan yang memang jelas akan dipertahankan sesuai
aslinya namun bila kurang jelas atau justru menimbulkan
pengertian lain, maka data tersebut akan dieliminasi dan
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digantikan dengan rujukan lain yang lebih sesuai dengan
pembahasan.
c) Editing data yaitu proses pemeriksaan data hasil penelitian yang
bertujuan untuk mengetahui relevansi (hubungan) dan keabsahan
data yang akan dideskripsikan dalam menemukan jawaban pokok
permasalahan. Hal ini dilakukan dengan tujuan mendapatkan data
yang berkualitas dan faktual sesuai dengan literatur yang
didapatkan dari sumber bacaan.
2. Analisis Data
Teknik analisi data bertujuan untuk menguraikan dan
memecahkan masalah berdasarkan data yang diperoleh. Analisis yang
digunakan yaitu analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif adalah
upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data,
mengorganisasikan data, memilah-milahnya menjadi satuan yang
dapat dikelola, mensintesiskannya, mencari dan menemukan pola,
menemukan apa yang penting dan apa yang dipelajari, dan
memutuskan apa yang dapat diceritakan kembali dengan data-data
yang berasal dari literatur bacaan.
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F. Tujuan dan Kegunaan
1. Tujuan
Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini dibagi menjadi 2
(dua) yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang diklasifikasikan sebagai
berikut:
a. Tujuan umum yaitu:
Untuk mengetahui hubungan Al-Amdu dalam hukum pidana Islam dan
dolus pembunuhan dalam hukum pidana positif.
b. Tujuan khusus antara lain sebagai berikut:
1) Untuk mengetahui macam-macam pembunuhan dalam hukum
pidana Islam dan hukum pidana positif.




Secara teoritis penulisan skripsi ini diharapkan dapat
menambah wawasan pengetahuan mengenai hukum-hukum tindak
pidana Islam dan hukum-hukum tindak pidana positif dalam
pembunuhan secara sengaja. Dalam disiplin ilmu hukum Islam,
penelitian ini memberi manfaat dalam menimbulkan kesadaran
masyarakat. Dengan mengetahui unsur-unsur perbuatan pidana dalam
hukum Islam dan hukum positif.
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b. Kegunaan praktis
1) Memberikan pengetahuan kepada masyarakat bahwa pembunuhan
merupakan suatu tindakan yang tercela menurut pandangan tindak
pidana Islam dan tindak pidana positif.
2) Dengan adanya penelitian ini maka akan menambah referensi bagi
pengajar maupun pelajar mengenai Al-Amdu dalam pembunuhan
yang memiliki dua aspek yaitu hukum Islam dan hukum positif.
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BAB II
AL-AMDU DALAM HUKUM PIDANA ISLAM
A. Pengertian Al-Amdu dalam Hukum Pidana Islam
Pembunuhan dengan sengaja dalam bahasa Arab adalah qatlu al-‘amd.
Secara etimologi bahasa Arab kata qatlu al-‘amd tersusun dari dua kata yaitu al-
qatlu dan al-‘amd. Al-qatlu artinya perbuatan yang dapat menghilangkan jiwa.
Sedangkan kata al-‘Amd memiliki pengertian sengaja dan berniat.1 Pembunuhan
yang dimaksud dalam hal ini adalah pembunuhan yang dilakukan oleh seorang
mukallaf (Orang yang berakal sehat atau muballigh) secara sengaja (dan
berencana) membunuh jiwa yang terlindungi darahnya dengan cara atau alat yang
biasanya membunuh. Hukum pidana Islam tidak mengkategorikan pembunuhan
berdasarkan perbuatan yang dilakukan oleh pelaku pembunuhan, tetapi
pembunuhan dibedakan dengan niat perbuatan yang dilakukan, yaitu berdasarkan
kesengajaan, atau ketidak sengajaan.
Pembunuhan dengan sengaja memiliki konsekuensi yang melibatkan tiga
hak; hak Allah Azza wa jalla, wali korban dan hak korban sendiri, Imam Ibnu al-
Qayyum rahimahullahmmenjelaskan; yang benar bahwa pembunuhan
berhubungan dengan tiga hak; hak Allah Wajalla, hak korban (al-maqtul) dan hak
keluarga dan kerabat korban (Auliya al-Maqtul). Apabilah pembunuh telah
menyerahkan diri dengan suka rela dengan menyesalinya dan takut kepada Allah
1Louis Ma’luf, Al-Munjid, Juz 1 (Cet. XXVI; Beirut: Darul Masyrik, 1986), h. 259
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Azzah Wa Jalla serta bertaubat dengan taubat nashuha, maka gugurlah hak Allah
Wa Jalla dengan taubat dan hak auliya al-Maqtul dengan ditunaikan secara
sempurnah qishash atau pendamaian atau dimaafkan. Namun masih tersisah hak
korban, maka Allah Wa Jalla yang akan menggantikanya di hari kiamat dari
hambanya yang bertaubat dan memperbaiki hubungan keduanya.2
Manusia diciptakan oleh Allah SWT sebagai khalifah dipermukaan bumi
untuk membangun dunia ini, bukan untuk bermusuhan atau saling menganiya.
Membunuh orang merupakan dosa besar, membunuh seorang Muslim setara
dengan membunuh semua manusia, namun demikian, masih terdapat
pembunuhan atau penganiayaan di atas bumi ini yang diperbuat oleh manusia
selaku khalifah itu. Dalam Al-Qur’an ditegaskan pada surah An-Nisa/4:93.
                            
   
Terjemahnya:
“Dan Barangsiapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja Maka
balasannya ialah Jahannam, kekal ia di dalamnya dan Allah murka
kepadanya, dan mengutukinya serta menyediakan azab yang besar
baginya”3
Ayat tersebut menegaskan bahwa membunuh merupakan pebuatan dosa
besar, seperti yang dijelaskan dalam tafsir al-maraghi tentang ayat tersebut, bukan
pekerjaan orang Mu’min, bukan pula akhlaknya untuk membunuh salah seorang
2 Al-fiqh al-Mulakhsh Hasyiyah, (2008), h. 165
3Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah (Jakarta: Wakaf, 1971), h.101
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Mu’min yang lain. Karena iman, yang merupakan penguasa jiwa dan pengatur
serta penggerak kehendak, telah mencegahnya untuk melakukan dosa besar ini
dengan sengaja. Diriwayatkan dari Ahmad, “bahwa diyatnya seperti diyat orang
Muslim apabila dia membunuh secara sengaja; tapi apabila tidak disengaja, maka
separuh dari diyatnya”. Az-Zuhri dan Abu Hanifah berpendapat bahwa diyatnya
seperti kiat orang Muslim, karena zahir ayat tentang orang-orang yang
mengadakan janji setia yaitu para mu’ahid dan kafir zimmi. Rringkasnya, oleh
karena riwayat-riwayat saling bertentangan, maka para fuqaha’ berlainan
pendapat mengenai diyat itu.4
Membunuh manusia secara sengaja adalah dosa yang paling besar. Hal itu
termasuk dalam tujuh dosa besar. Dosa yang paling besar sekali ialah
mempersekutukan Tuhan Allah dengan yang lain. Dibawah itu adalah dosa
membunuh. Dijelaskan disini bahwasanya membunuh dengan sengaja, diancam
dengan empat ancaman besar. Pertama kekal dalam neraka jahannam, kedua
ditimpa oleh Allah dengan kemurkaannya, ketiga dilaknat atau dikutuk hidupnya,
keempat disediakan lagi siksaan yang besar buatnya. Tidak ada dosa lain yang
diancam dengan ancaman sampai empat macam itu, melainkan dosa membunuh
orang mu’min. Ancaman yang sampai empat macam itu hanya bertemu terhadap
4 Ahmad Mustafa, Tafsir Al-Maraghi (Semarang: PT. Karya Toha Putra Semarang, 1993),
h.201-202.
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membunuh mu’min dengan sengaja. Imam Ibnu Katsir berkata “inilah satu
ancaman sangat besar bagi yang berbuat dosa besar”.5
Tafsir Jalalayn menjelaskan (dan siapa yang membunuh seorang mukmin
dengan sengaja) artinya sengaja hendak membunuhnya dengan alat yang biasa
dipergunakan untuk membunuh di samping ia tahu pula bahwa orang yang akan
dibunuhnya itu beriman (maka balasannya ialah neraka Jahannam, kekal ia di
dalamnya dan Allah murka kepadanya) artinya menjauhkannya dari rahmat-Nya
(serta menyediakan baginya siksa yang besar) yakni di neraka. Hal ini
ditakwilkan jika seseorang menganggapnya halal dengan pernyataan bahwa itu
merupakan balasan yang setimpal. Di samping itu sunah m enerangkan bahwa
antara sengaja dan tersalah merupakan jenis pembunuhan yang disebut semi
sengaja.6
Dalam hukum Islam masalah pidana dibahas dalam bagian jinayat yang
berarti: “Perbuatan dosa” berbuat salah satu kejahatan dirumuskan sebagai dosa
bagi perbuatan yang diharamkan terhadap nyawa, sedangkan dosa terhadap harta
benda dinamakan qhashb. HMK Bakry memberikan istilah terhadap jinayah
dengan istilah: Hukum pidana dalam Islam dengan pengertian menurut istilah
agama yaitu: Pelanggaran yang dibuat orang yang memperkosa hak Allah, hak
manusia, dan hak binatang yang harus mendapat hukum yang setimpal diatas
dunia dan diakhirat akan menerima hukuman Allah yang berat selaku hukum
5 Hamka. Tafsir Al-Azhar (Jakarta: PT. Pustaka Panjimas, 1983), h.208-209.
6 http://tafsirq.com/4-an-nisa/ayat-93 (12 mei 2016).
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yang maha adil. Perlu kiranyanya untuk melihat konsep yang ada pada hukum
Islam dalam menanggulangi kejahatan. Islam mengajarkan agar menjaga lima hal
yang essensial dalam kehidupan manusia, baik itu perorangan maupun kehidupan
kelompok. Jaminan keselamatan atas 5 (lima) hal tersebut dijadikan sebagai 5 hal
tujuan syari’at Islam (maqasid asy-syari’ah al-khams).7 Yang dimaksud dengan 5
tujuan tersebut adalah memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara harta,
memelihara akal, dan memelihara keturunan. Memelihara jiwa termasuk salah
satu tujuan syari’at Islam, hal tersebut dimaksudkan bahwa menghormati jiwa
atau darah manusia merupakan tujuan yang penting dalam hukum Islam, karena
darah manusia di yaumil akhir nanti adalah hal yang pertama kali ditanyakan oleh
Allah swt. Terhadap manusia dalam berinteraksi dengan manusia lainnya.8
Pelangaran terhadap hukum pidana merupakan perbuatan atau tindak
berbuat. Adapun salah satu contoh dengan perbuatan:
“Seseorang dengan sengaja menghantam dengan pedang orang lain pada batang
lehernya sehingga kepala dengan badangnya pisah yang mengakibatkan kematian.
Ini salah satu perbuatan pidana atau tindak pidana pembunuhan dengan sengaja.
Akibat perbuatan tersebut, maka dalam hukum pidana Islam dijatuhkan hukum
qishash, maksudnya hukum balas membunuh pada orang yang membunuh”.
7 Topo Santoso, Membumikan Hukum Pidana Islam (Jakarta: Gema Insani, 2003), h.130.
8 Benni Iskandar, Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok (Doodslag) Berdasarkan
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Konsep KUHP Nasional dan Hukum Pidana Islam
(Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014),
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B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Menurut Hukum Islam
Dalam hukum Islam masalah pidana dibahas dalam bahagian jinayat yang
berarti; “perbuatan dosa, berbuat salah satu kejahatan dirumuskan sebagai dosa
bagi perbuatan yang diharamkan terhadap nyawa, sedang dosa terhadap harta
benda qhashb.
HMK.Bakri memberikan istilah terhadap jinayat dengan istilah: “Hukum
pidana dalam Islam dengan pengertian menurut istilah agama yaitu: pelanggaran
yang dibuat orang selaku memperkosa hak Allah, hak manusia, dan hak binatang
yang harus mendapat hukumannya yang setimpal diatas dunia dan diakhirat akan
menerima hukuman Allah yang berat selaku hukum yang maha adil.9
Abdul Kadir Audah mendifinisikan pembunuhan sengaja adalah suatu
pembunuhan di mana perbuatan yang mengakibatkan hilangnya nyawa itu disertai
dengan niat untuk mmbunuh korban. Sedangkan Zainuddin Ali mendifinikan
pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan
tujuan untuk membunuh orang lain dengan menggunakan alat yang dipandang
layak untuk membunuh.10
Hukum pidana Islam sering disebut dalam fiqhi dengan istilah jinayah
atau jarimah. Yang dimaksud dengan jinayat meliputi beberapa hukum, yaitu
membunuh orang, melukai, memotong anggota tubuh, dan menghilangkan
manfaat badan, misalnya menghilangkan panca indera. Suatu perbuatan dianggap
9 HMK. Bakri, Hukum Pidana Dalam Islam, h. 14.
10 Zainuddin Ali, Hukum Pidana di Indonesia (Jakarta; Sinar Grafika: 2007), h. 24.
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delik (jarimah) bila terpenuhi syarat dan rukun. Rukun jarimah dapat
dikategorikan menjadi dua yaitu rukun umum dan rukun khusus. Unsur-unsur
pembunuhan sengaja adalah sebagai berikut:
1. Yang dibunuh itu manusia yang diharamkan Allah SWT darahnya
(membunuhnya) atau yang dalam istilah fikih disebut ma’sum ad-dam
(terpelihara darahnya).
2. Perbuatan kejahatan itu membawa kematian seseorang, jika perbuatan
kejahatan yang dilakukannya itu tidak berakibat wafatnya korban, atau
kematiannya bukan karena perbuatan tersebut. Maka perbuatan itu tidak bisa
dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Jenis perbuatan yang membawa
pada kematian tersebut bisa berupa pemukulan, pelukaan, penyembelihan,
dibenamkan di air, dibakar, digantung, diberi racun, dan lain sebagainya.
3. Bertujuan untuk menghilangkan nyawa seseorang.
Suatu pembunuhan sengaja, menurut jumhur ulama, selain Madzhab
Maliki adalah bahwa pelaku memang bertujuan untuk menghilangkan nyawa
korban. Jika tujuan pelaku bukan untuk membunuh, maka perbuatan itu tidak
dinamakan dengan pembunuhan sengaja. Karena persoalan niat/tujuan adalah
persoalan batin, maka ulama fikih mengemukakan kriteria niat/tujuan
pembunuhan ini melalui alat yang digunakan, sebagaimana yang
dikemukakan diatas. Akan tetapi, ulama madzhab Maliki tidak mensyaratkan
adanya tujuan atau niat pelaku pidana dalam membunuh. Unsur kesengajaan,
menurut mereka, bisa dilihat dari sifat tindak pidana tersebut yaitu adanya
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unsur permusuhan. Jika tindak pidana itu dilakukan dengan sikap
permusuhan, dan berakibat kepada hilangnya nyawa seseorang, maka
pembunuhan itu disebut dengan pembunuhan sengaja.11
C. Sanksi Hukum Pidana Islam Menurut Ulama
Dalam sanksi hukum pidana Islam ada tiga bentuk pidana pembunuhan
sengaja menurut hukum pidana Islam, yaitu pertama, sanksi asli (pokok), berupa
hukuman qishash, kedua sanksi pengganti, berupa diyat dan ta’zir, dan yang
ketiga, sanksi penyerta atau tambahan berupa terhalang memperoleh waris dan
wasiat. Sanksi pokok bagi pembunuhan sengaja yang telah dinaskan dalam al-
Qur’an dan al-Hadits adalah qishash.12 Hukuman ini disepakati oleh para ulama.
Bahkan para ulama Hanafiah berpendapat bahwa pelaku pembunuhan sengaja
harus diqishash tidak boleh diganti dengan harta, kecuali ada kerelaan dari kedua
belah pihak. Ulama Syafi’iyah menambahkan bahwa disamping qishash pelaku
pembunuhan juga wajib membayar kifarah.13
Jumhur ulama berpendapat bahwa diyat pembunuhan sengaja harus
dibayar kontan atau langsung dibayar secara keseluruhan yang sudah di tetapkan
dalam dalil dengar hartanya karena diyat merupakan pengganti qishash. Jika
qishash dilakukan sekaligus maka diyat penggantinya juga harus secara kontan
dan pemberian tempo pembayaran merupakan suatu keringanan. Istilah-istilah
11 Imaning Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Nurani, Vol. 13, No. 2
(2013).
12 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid IV (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve,
2006), h.1384.
13 Muhammad Hasbi Ash Shiddieqi, Fiqih Islam (Semarang; Petraya: 1997), h. 450-451.
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kejahatan dengan nama m̅ah yang menurut Abdul Qadir Audah ditafsirkan
dengan perbuatan yang dilarang oleh syara’, baik perbuatan tersebut mengenai
jiwa, harta, atau lainnya.14
Penelitian yang dilakukan oleh yusuf tahun 2013 menyatakan bahwa
hukuman bagi pelaku pembunuhan sengaja telah dikemukakan oleh Ulama fikih
disebutkan bahwa ada beberapa bentuk hukuman yang dikenakan kepada pelaku
tindak pidana pembunuhan dengan sengaja, yaitu hukuman pokok hukuman
pengganti, dan hukuman tambahan.15 Hukuman pokok dari tindak pembunuhan
sengaja adalah qishash. Yang dimaksud dengan qishash adalah memberikan
pelakuan yang sama kepada pelaku pidana sebagaimana ia melakukannya
(terhadap korban). Hukuman qishash ini disyari’atkan berdasarkkan firman Allah
swt dalam surah Al-Baqarah/2:178.
                                        
                            
            
Terjemahnya:
“Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu qishaash
berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan
orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka
Barangsiapa yang mendapat suatu pema'afan dari saudaranya, hendaklah
(yang mema'afkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah
(yang diberi ma'af) membayar (diat) kepada yang memberi ma'af dengan
14 Abd. Qadir Audah, At-Tasyri’ al-Jinai al-Islami (Beirut: Dar al-Kitab al-‘Arabi, t.t). h.67.
15 Imaning Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam”, Nurani, Vol. 13, No. 2
(2013).
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cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari
Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas
sesudah itu, Maka baginya siksa yang sangat pedih”16
Hukuman asli dari tindak pidana adalah qishash, yang dimaksud dengan
qishash adalah memberikan perlakuan yang sama dengan kepada pelaku pidana
sebagaimana ia melakukannya (terhadap korban). Hukuman asli ini biasanya
dikenakan terhadap pembunuhan dengan sengaja. Selain dari pada itu hhukuman
asli tidak diterapkan pada jenis pembunuhan lain.17 Menurut ulama fikih, apabila
hukuman qishash gugur, disebabkan hal-hal yang mengugurkan hukuman qishash
diatas, maka ada dua hukuman pengganti lain, yaitu hukuman diyat dan hukuman
ta’zir. Jika qishash gugur, maka hukuman penggantinya menurut ulama mazhab
Maliki adalah hukuman ta’zir. Menurut jumhur ulama hukuman ta’zir hanya
boleh dikenakan apabila menurut pandangan hakim hal itu diperlukan, karenanya
hukuman pengganti tidak berstatus sebagai hukuman pengganti.18 Selain
hukuman asli dan hukuman pengganti yang telah dituliskan diatas terdapat pula
hukuman yang disebut hukuman pelengkap. Hukuman pelengkap adalah
hukuman yang melengkapi hukuman sebelumnya, yaitu hukuman asli dan
hukuman pengganti. Hukuman pelengkap dalam pembunuhan sengaja, menurut
16 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h.43.
17 Iskandar, Benni. Tindak Pidana Pembunuhan Dalam Bentuk Pokok (Doodslag)
Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Konsep KUHP Nasional dan Hukum
Pidana Islam. Medan: Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara, 2014. h.19.
18 Abdul Aziz Dahlan, Ensiklopedia Hukum Islam, Jilid IV (Jakarta; Ichtiar Baru Van Hoeve,
2006), h.1385
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kesepakatan para ulama fikih adalah: Terhalang hak warisnya; dan terhalang
mendapatkan wasiat korban.
D. Pandangan Ulama Tentang Pembunuhan Sengaja
Pembunuhan (Al-qatl) merupakan salah satu tindak pidana menghilangkan
nyawa seseorang dan termasuk dosa besar. Dalam fikih, tindak pidana
pembunuhan (Al-qatl) disebut juga dengan al-jinayah ‘ala an-nafs al-insaniyyah
(kejahatan terhadap jiwa manusia). Fuqaha telah sepakat atas pembunuhan yang
disengaja dan dihukum dengan perbuatannya yang setimpal yang dikenal hukum
qishash, namun mereke berselisih paham dalam menentukan pembunuhan
sengaja, letak perselisihan itu pada unsur-unsur yang dikemukakan oleh masing-
masing mazhab. Dalam menetapkan perbuatan mana yang termasuk unsur
kesengajaan dalam membunuh. Terdapat perbedaan pendapat ulama fikih.
Menurut ulama Mazhab Hanafi suatu pembunuhan dikatakan dilakukan
dengan sengaja apabila alat yang digunakan untuk membunuh itu adalah alat yang
dapat melukai dan memang digunakan untuk menghabisi nyawa seseorang seperti
senjata (Pistol, senapan, dan lain-lain), pisau, pedang, parang, panah, api, kaca,
dan alat-alat tajam lainnya. Berdasarkan unsur-unsur yang dikemukakan oleh Abu
Hanifah, bila seseorang membunuh orang lain dengan memukul batu besar atau
menenggelamkan kedalam laut atau dengan perantaraan orang lain, maka jarimah
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tersebut tidaklah dianggap sebagai pembunuhan sengaja oleh karena bertentangan
dengan unsur-unsur yang disebutkannya.19
Menurut Mazhab Maliky, Pembunuhan sengaja ada dua macam yaitu:
pembunuhan langsung dan pembunuhan tak langsung. Unsur pembunuhan secara
langsung karena dilakukan dengan berencana terhadap orang yang terpelihara
daranya dalam artian pelaku merencanakan perbuatannya, atau pembunuhan itu
terjadi karena permusuhan dan kebencian terhadap korban. Adapun unsur lainnya
karena alat yang menyebabkan matinya korban tanpa membedakan jenis alatnya.
Dalam melihat unsur-unsur tersebut, baik langsung maupun tidak
langsung menurut golongan Maliky apabila seseorang dengan sengaja memukul
orang lain sambil menggunakan alat yang menyebabkan matinya orang itu,
walaupun alat itu pada biasanya tidak dapat membunuh, ataukah matinya orang
itu pada biasanya tidak dapat membunuh maka semuanya itu tergolong masuk
pembunuhan sengaja yang mewajibkan qishash. 20
Menurut Mazhab Syafi’I, menggunakan alat yang dapat membunuh, baik
itu secara langsung maupun tidak langsung, ataukah alat itu mengenai anggota
badan yang dapat membawa kepada kematian.21 Unsur lainnya korban adalah
orang yang tertentu dan dilakukan berencana sudah di tentukan sebelumnya.
19 Dr. Hasan AlinAsy-Syadzaly, Aljinayat Fil Fiqhil Islami, Juz I (Cet . I ; Mesir : Darurat
Thiba’atil Muhammdiyah, 1971), h 18.
20Dr. Hasan AlinAsy-Syadzaly, Aljinayat Fil Fiqhil Islami, h. 20-21.
21Dr. Hasan AlinAsy-Syadzaly, Aljinayat Fil Fiqhil Islami, h. 22.
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Berdasarkan dikemukakan Mazhab Syafi’I berpendapat bahwa orang yang
secara sengaja ingin membunuh seseorang lantas meleset kepada orang lain, maka
tidaklah dianggap pembunuhan ssengaja oleh karena satu unsurnya, yang
dimasudkan itu orang tertentu. Begitu pula sebaliknya, kalau seseorang
melakukan pembunuhan dengan menggunakan alat walaupun alat itu kecil tetapi
sasarannya kepada anggota badan yang dapat menghilangkan nyawa orang lain
maka terhitung pembunuhan sengaja.
Menurut Mazhab Hambali, alat yang digunakan dalam pembunuhan
sengaja adalah alat-alat yang biasanya dapat menghabisi nyawa seseorang,
sekalipun tidak melukai seseorang dan sekalipun alat itu memang bukan
digunakan untuk membunuh. Apabilah seseorang memasudkan pembunuhan
terhadap orang yang halal darahnya lantas kena oaring lain (orang yang yang
halal darahnya), atauka perbuatan itu dimasudkan sebagai pengajaran dan
pendidikan semata-mata maka hal itu tidak termasuk pembunuhan sengaja, oleh
karena itu orang-orang musyrik halal daranya. Menurut ulama Mazhab Maliki,
suatu pembunuhan dikatakan sengaja apabila perbuatan dilakukan dengan rasa
permusuhan dan mengakibatkan seseorang terbunuh, baik alatnya tajam, biasanya
digunakan untuk membunuh atau tidak, melukai atau tidak. Bahkan apabila
seseorang menendang orang lain dan mengenai jantungnya, lalu wafat, maka
perbuatan ini dinamakan pembunuhan sengaja.22
22 Dr. Hasan AlinAsy-Syadzaly, Al jinayat Fil Fiqhil Islami, h. 31.
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Dasar perbedaan pendapat ulama Mazhab Maliki dengan ulama fikih
lainnya adalah karena ulama Mazhab Maliki tidak mengakui adanya pembunuhan
semi sengaja, karena menurut mereka pembunuhan yang terdapat dalam al-
Qur’an dan diancam dengan hukuman hanya dua, yaitu pembunuhan sengaja dan
pembunuhan tersalah. Oleh karena itu, untuk membedakan pembunuhan sengaja
dengan tersalah, menurut mereka, cukup dilihat dari unsur permusuhan,
kesengajaan, dan akibatnya, tanpa melihat kepada alat yang digunakan. Akan
tetapi ulama fikih yang lain, disamping melihat kepada rasa permusuhan,
kesengajaan, dan akibatnya, juga melihat kepada alat yang digunakan, dan adanya
pengakuan dari pelaku.
Sumber perbedaan pendapat ulama Mazhab Hanafi di satu pihak dengan
ulama Mazhab Syafi’i dan Mazhab Hanbali di pihak lain dalam menetapkan
pembunuhan sengaja adalah bahwa ulama Mazhab Hanafi berpendapat bahwa
pembunuhan sengaja itu adalah suatu pembunuhan yang dikenakan hukuman
qishash, sehingga untuk membuktikannya tidak boleh ada keraguan baik dari segi
niat/tujuan maupun dari segi alat yang digunakan. Alat yang digunakan itu,
menurut mereka haruslah alat yang sengaja disediakan/digunakan untuk
menghilangkan nyawa. Disamping itu, perbedaan mendasar antara pembunuhan
sengaja dan semi sengaja menurut mereka terletak pada niat/tujuan membunuh.
Oleh sebab itu, dalam menetapkan pembunuhan sengaja diperlukan kepastian dan
kehati-hatian, sehingga tidak ada yang meragukannya, baik dari segi niat/tujuan
maupun dari segi alat yang digunakan, yakni alat yang biasanya (bukan pasti)
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membawa kematian kepada korban apapun jenis alat yang digunakan, benda
tajam ataupun benda tumpul asalkan berakibat kepada kematian.23
23 Imaning Yusuf, “Pembunuhan Dalam Perspektif Hukum Islam”,
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BAB III
DOLUS DALAM HUKUM PIDANA POSITIF
A. Pengertian Dolus Dalam Hukum Pidana Positif
Dalam Memorie van Toelichting (MvT) Menteri Kehakiman sewaktu
mengajukan Crimineel Wetboek tahun 1881 (yang menjadi Kitab Undang-Undang
Hukum Pidana Indonesia tahun 1915), dimuat antara lain bahwa kesengajaan itu
adalah dengan sadar berkehendak untuk melakukan suatu kejahatan tertentu (de
bewuste richting van den wil op een bepaald misdrijf).1
Menurut hukum pidana positif bentuk kesalahan tindak pidana
menghilangkan nyawa orang lain dapat berupa sengaja (Dolus) dan tidak sengaja
(aip a). Kesengajaan (Dolus) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan
direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Dalam hal ini yang paling
penting adalah adanya niat dari pelaku yang diwujudkan melalui perbuatan
sampai selesai.
Rumusan “sengaja” pada umumnya dicantumkan dalam suatu norma
pidana. Akan tetapi, adakalanya rumusan “sengaja” telah dengan sendirinya
tercakup dalam suatu “perkataan”, misalnya perkataan “memaksa”.2 Rumusan
“sengaja” pada norma hukum dimuat dengan kata-kata, antara lain:
1 Marpaung, Leden. Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, (Jakarta: Sinar Grafika,
2005),h.13.
2 Marpaung, Leden. Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, h.15.
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a. Dengan maksud;
Misalnya Pasal 362 KUHP yang berbunyi:
“Barang siapa mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian
kepunyaan orang lain dengan maksud memilikinya dengan melawan hukum,
dihukum  ...”
b. Dengan sengaja;
Misalnya Pasal 338 KUHP yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja menghilangkan nyawa orang lain, dihukum ...”
c. Mengetahui dan diketahuinya;
Misalnya pasal 480 KUHP yang berbunyi:
“Dengan hukuman penjara paling lama 4 tahun atau denda paling banyak Rp
60,00 dapat dihukum karena penadahan, barang siapa ... yang diketahuinya
atau patut disangkanya bahwa barang itu diperoleh dari kejahatan”
d. Dengan rencana lebih dahulu
Misalnya Pasal 340 KUHP yang berbunyi:
“Barang siapa dengan sengaja dan direncanakan lebih dahulu merampas
nyawa orang lain, dihukum karena bersalah melakukan pembunuhan
berencana dengan …”
Menurut Memorie van Toelichting (MvT), unrtuk terpenuhinya unsur
“dengan rencana lebih dahulu” diperlukan waktu untuk berpikir dengan tenang.
Mr. Tirtaamidjaja mengutarakan “direncanakan lebih dahulu” sebagai berikut:
“bahwa ada suatu jangka waktu, bagaimanapun pendeknya, untuk
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mempertimbangkan atau berpikir dengan tenang”. “Direncanakan terlebih
dahulu” memerlukan jangka waktu, misalnya: A bertengkar dengan B. kemudian
B berlari ke rumahnya mengambil sebilah pisau. B datang menyerang A dengan
pisau tersebut yang ditikamkan pada diri A yang menyebabkan A meninggal.3
Pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif, dikategorikan atas
pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan karena penganiayaan
dan pembunuhan karena kealpaan atau kelalaian. Ketiga macam pembunuhan ini
dapat diukur berdasarkan pada motifasi pelaku kejahatan, apakah termasuk unsure
kesengajaan atau unsure kealpaan.
B. Unsur-Unsur Tindak Pidana Positif
Pengertian tindak pidana yang dimuat dalam kitab Undang-Undang
Hukum Pidana (KUHP) oleh pembentuk Undang-Undang sering disebut
straffbarfeit. Dalam hal ini tindak pidana positif memiliki unsur-unsur sebagai
berikut:
1. Unsur formal, meliputi: perbuatan manusia, yaitu perbuatan dalam arti luas,
artinya tidak berbuat yang termasuk perbuatan dan dilakukan oleh manusia.
2. Melanggar peraturan pidana, dalam artian bahwa sesuatu akan dihukum
apabila sudah ada peraturan pidana sebelumnya yang telah mengatur
perbuatan tersebut, jadi hakim tidak dapat menuduh suatu kejahatan yang
telah dilakukan dengan suatu peraturan pidana, maka tidak ada tindak pidana.
3 Marpaung, Leden. Asas – Teori – Praktik Hukum Pidana, h. 17.
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3. Diancam dengan hukuman, hal ini bermaksud bahwa KUHP mengatur tentang
hukuman yang berbeda berdasarkan tindak pidana yang telah dilakukan.
4. Dilakukan oleh orang yang bersalah, dimana unsur-unsur kesalahan yaitu
harus ada kehendak, keinginan atau kemauan dari orang yang melakukan
tindak pidana serta orang tersebut berbuat sesuatu dengan sengaja,
mengetahui dan sadar sebelumnya terhadap akibat perbuatannya.
5. Pertanggungjawaban yang menentukan bahwa orang yang tidak sehat
ingatannya tidak dapat diminta pertanggungjawabannya. Dasar dari
pertanggungjawaban seseorang terletak dalam keadaan jiwanya.
Unsur material dari tindak pidana bersifat bertentangan dengan hukum,
yaitu harus benar-benar dirasakan oleh masyarakat sehingga perbuatan yang tidak
patut dilakukan. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan undang-
undang, tetapi apabila tidak bersifat melawan hukum, maka perbuatan itu bukan
merupakan suatu tindak pidana dalam ilmu hukum pidana dibedakan dalam dua
macam, yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Unsur objektif adalah unsur
yang terdapat di luar diri pelaku tindak pidana.4 Unsur ini meliputi:
1. Perbuatan atau kelakuan manusia, dimana perbuatan atau kelakuan manusia
itu ada yang aktif (berbuat sesuatu), misal membunuh (Pasal 338 KUHP),
menganiaya (Pasal 351 KUHP).
4 Adami Chazawi, Kejahatan Terhadap Tubuh Dan Nyawa (Jakarta: PT. Raja Grafindo
Persada 2010), h. 55.
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2. Akibat yang menjadi syarat mutlak dari delik. Hal ini terdapat dalam delik
material atau delik yang dirumuskan secara material, misalnya pembunuhan
(Pasal 338 KUHP), penganiayaan (Pasal 351 KUHP), dan lain-lain.
3. Ada unsur melawan hukum. Setiap perbuatan yang dilarang dan diancam
dengan pidana oleh peraturan perundang-undangan hukum pidana itu harus
bersifat melawan hukum, meskipun unsur ini tidak dinyatakan tegas dalam
perumusan.
Tindak pidana juga mengenal adanya unsur subjektif, unsur ini meliputi:
1. Kesengajaan (dolus), dimana hal ini terdapat di dalam pelanggaran kesusilaan
(Pasal 281 KUHP), pembunuhan (Pasal 338). Umumnya sebahian besar
tindakan pidana mempunyai unsur kesengajaan (Dolus), bukan unsure
kealpaan (culpa). Adalah sesuai kenyataan bahwa yang pantas mendapat
hukuman pidana adalah orang yang melakukan sesuatu perbuatan pidana
dengan sengaja.
Berdasarkan pasal 338 KUHP bahwa pembunuhan adalah perbuatan
pidana nyawa orang lain. Sedangkan dalam pasal 339 KUHP dikatakan bahwa
pembunuhan yang disertai atau didahului oleh suatu perbuatan pidana, yang
dilakukan dengan maksud untuk mempersipkan atau memperbuat
pelaksanaannya, atau untuk melepaskan diri sendiri maupun peserta lainnya
dari pidana dalam hal tertangkap tangan, ataupun untuk memastikan
penguasaan yang diperolehnya secara melawan hukum.
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Dari kedua pasal ini mengandung makna bahwa pmbunuhan itu adalah
perbuatan pidana yang disengaja dilakukan dengan suatu perencanaandan
ditempuh secara melawan hukum. Dengan demikian pengertian pidana
pembunuhan adalah suatu perbuatan pidana yang direncanakan secara
sistematik dengan sengajadilakukan oleh seseorang atau suatu kelompok
orang untuk menghilangkan nyawa seseorang dengan melawan hukum. Ini
berarti ada pengecualian dalam hal-hal tertentu demi kepentingan Negara,
diizinkan untuk membunuh, seperti dalam keadaan perang untuk membela
Negara, atau para esksekotor yang ditugaskan untuk mengeksekusi keputusan
hakim atas putusan mati.
Menurut Wirjono prodjodikoro, kesengajaan itu harus mengandung
tiga unsur tindak pidana, yaitu 1) perbuatan yang dilarang; 2) akibat yang
menjadi pokok alasan diadakan larangan itu, dan 3) bahwa perbuatan itu
melanggar hukum.5
2. Kealpaan (Culpa), dimana hal ini terdapat di dalam perampasan kemerdekaan
(Pasal 334 KUHP), dan menyebabkan kematian (Pasal 359 KUHP), dan lain-
lain. Culpa adalah suatu perbuatan tindak pidana yang diperbuat oleh pelaku
dalam keadaan tidak berhati-hati. Intisari dari tindak pidana culpa adalah
5Wirjono Prodjodikoro, Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia (Bandung; Sinar Grafika,
2003), h. 69
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ketidak hati-hatian atau kealpaan pelaku menyebabkan terjadi suatu tindak
pidana.
3. Niat (voornemen), dimana hal ini terdapat di dalam percobaan atau poging
(Pasal 53 KUHP).
4. Maksud (oogmerk), dimana hal ini terdapat dalam pencurian (Pasal 362
KUHP), pemerasan (Pasal 368 KUHP), penipuan (Pasal 378 KUHP), dan
lain-lain.
5. Dengan rencana lebih dahulu (met voorbedachte rade), dimana hal ini
terdapat dalam membuang anak sendiri (Pasal 308 KUHP), membunuh anak
sendiri (Pasal 341 KUHP), membunuh anak sendiri dengan rencana (Pasal
342 KUHP).
C. Sanksi Hukum Terhadap Dolus Dalam Hukum Pidana Positif
Menurut Sudarto dalam Abdul Khair dan Mohammad Eka Putra,
pemidanaan itu kerap kali sinonim dengan kata penghukuman. Penghukuman
berasal dari kata hukum, sehingga dapat diartikan sebagai menetapan hukum atau
memutuskan tentang hukum (berechten). Penghukuman dalam perkara pidana,
sinonim dengan pemidanaan atau pembicaraan atau penjatuhan pidana oleh
hakim. Penghukuman dalam hal mempunyai makna sama dengan sentence
conditionally atau voorwadelijk veroordeeld yang sama artinya dengan dihukum
bersyarat atau pidana bersyarat.
Sanksi hukum terhadap dolus dalam hukum pidana positif diatur dalam
kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Tindak pidana yang diatur dalam
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pasal 338 KUHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (Doodslag In
Zijn Gronvorm), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua
unsur-unsurnya. Dalam bab XIX, pasal 338 KUHP, menentukan: “Barang siapa
dengan sengaja menghilangkan jiwa orang lain, di hukum karena menghilangkan
nyawa orang lain maka hukuman penjara selama 15 tahun” (KUHP. 35, 1043,
130, 140, 1024, 336, 339, 350, 437). Sedangkan pasal 340 KUHP menyatakan:
“Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang
lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord) dengan pidana mati
atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua
puluh tahun”. Adapun pelanggaran terhadap hukum pidana dengan tidak berbuat
seperti: Seseorang penjaga gudang melihat seseorang mengambil barang-barang
dan membunuh penjaga lainnya, ia tidak bertindak atau tidak melaporkan pada
yang berwajib mengenai peristiwa tersebut.
Sanksi dalam hukum pidana positif yang terterah dalam kitab Undang-
Undang hukum pidana dalam pasal 338, 35, 1043, 130, 140, 1024, 336, 339, 350,
437. Hakim dapat menyetujui bahwa terdakwa mengerti, bahwa tusukan dengan
sebuah pisau besar dalam perut sekorban dapat menuimbulkan kematiannya. Dari
keadaan-keadaan bahwa meskipun demikian terdakwa sengaja melakukannya,
dapat ditarik kesimpulan bahwa pelaku menghendaki kematiannya sebagai akibat
yang diduganya. Dari kejadian bahwa terdakwa harus mengetahui bahwa satu
tembakan peluru yang dilakukan oleh jarak pendek pada umumnya menimbulkan
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kematian, maka hakim dapat berkesimpulan bahwa pelaku menghendaki akibat
tersebut.
Pada pembunuhan biasa ini, pasal 338 KUHP menyatakan bahwa
pemberian sanksi atau hukuman pidanya adalah pidana penjara paling lama lima
belas tahun. Di sini disebutkan ‘paling lama’ jadi tidak menutup kemungkinan
hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.
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BAB IV
STUDI PERBANDINGAN DALAM HUKUM PIDANA ISLAM DAN DOLUS
PEMBUNUHAN DALAM HUKUM PIDANA POSITIF
A. Kekuatan Hukum Pembuktian Al-Amdu dan Dolus Dalam Hukum Pidana
Islam dan Hukum Pidana Positif
Kejahatan merupakan satu tindak pidana yang semakin meningkat dan
sering terjadi dalam masyarakat, sehingga mengundang pemerintah (Negara)
sebagai pelayan, pelindung masyarakat untuk menanggulangi terjadinya kejahatan
yang melanggar nilai-nilai maupun norma-norma yang hidup dan berlaku dalam
masyarakat. “Penanggulangan kejahatan pada hakekatnya tidak terpisahkan dari
pemenuhan Hak Asasi Manusia (HAM) dan menegakan keadilan. Kejahatan
merupakan salahsatu bentuk pelanggaran Hak Asasi Manusia seseorang.1
Pembuktian merupakan salah satu rangkaian dalam peradilan yang
memegang peranan penting. Hal ini disebabkan pembuktian merupakan proses
yang menentukan bersalah atau tidaknya seseorang. Apabila bukti yang
disampaikan di pengadilan tidak mencukupi atau tidak sesuai dengan yang
disyaratkan maka tersangka akan dibebaskan, akan tetapi bila bukti yang
disampaikan mencukupi maka tersangka tersangka dapat dinyatakan bersalah.
1 Hj. Rodliyah, Pidana Mati Terhadap Perempuan (Suatu kajian perbandingan), (CV Arti
Bumi Intaran, Yogyakarta, 2010), h..21.
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Karenanya proses pembuktian merupakan proses yang penting agar jangan
sampai orang yang bersalah dibebaskan karena bukti yang tidak cukup.
Dalam Hukum positif Indonesia tindak pidana pembunuhan di atur dalam
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) buku kedua tentang kejahatan
yaitu dari pasal 338 sampai dengan pasal 350 KUHP. Dalam surat Al-
An’aam/6:151.
                       
                     
                       
          
Terjemahnya
Katakanlah: "Marilah kubacakan apa yang diharamkan atas kamu oleh
Tuhanmu yaitu: janganlah kamu mempersekutukan sesuatu dengan Dia,
berbuat baiklah terhadap kedua orang ibu bapa, dan janganlah kamu
membunuh anak-anak kamu Karena takut kemiskinan, kami akan memberi
rezki kepadamu dan kepada mereka, dan janganlah kamu mendekati
perbuatan-perbuatan yang keji, baik yang nampak di antaranya maupun
yang tersembunyi, dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan
Allah (membunuhnya) melainkan dengan sesuatu (sebab) yang benar
demikian itu yang diperintahkan kepadamu supaya kamu
memahami(nya).2
Maksudnya yang dibenarkan oleh syara' seperti qishash membunuh orang
murtad, rajam dan sebagainya. Hukuman yang diberikan kepada seseorang yang
baik dengan sengaja maupun tidak sengaja membuuh orang lain diatur dalam
surat Al-Baqarah Ayat 178 yang mewajibkan atas Qishosh bagi orang yang
2Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 214
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mengambil nyawa orang lain (Pembunuhan), yang dalam KUHP di kenal dalam
istilah pidana mati.
Pada masa sekarang ini, dimana gejala meningkatnya kejahatan, termasuk
kejahatan sadis seperti pembunuhan yang dilakukan beberapa kali, maupun
pembunuhan berencana yang tidak mengenal asas-asas keperimanusiaan yang adil
dan beradab. Penjatuhan hukuman tindak pidana pembunuhan ini jika dilihat dari
KUHP menurut penyusun masih kurang efektif, dimana tidak semua pembunuhan
itu tidak dijatuhi hukuman yang berat dan dapat membuat jera para pelaku
pembunuhan tersebut. Jika dilihat dari KUHP Indonesia tindak pembunuhan
dijatuhi hukuman penjara selama 15 tahun untuk pembunuhan biasa sesuai pasal
338, sedangkan untuk pembunuhan yang direncanakan bisa dijatuhi hukuman
mati, hukuman penjara seumur hidup atau hukuman 20 tahun penjara sesuai
ketentuan pasal 340. Penjatuhan hukuman mati pada pelaku tindak pembunuhan
jarang ditemukan dalam kasus pembunuhan di Indonesia, lain halnya jika
menggunakan hukum Islam dimana jika terjadi pembunuhan maka si pelaku dapat
dijatuhi hukuman qishash sesuai ketentuan surah Al-Baqarah ayat 178-179, dan
alternatif lain yang terdapat dalam hukum Islam, jika si pelaku dimaafkan oleh
keluarga korban maka si pelaku harus membayar diyat pada keluarga korban
sesuai ketentuan surah An-Nisa/4: 92.
                         
                     
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                     
                     
            
Terjemahannya
Dan tidak layak bagi seorang mukmin membunuh seorang mukmin (yang lain),
kecuali Karena tersalah (Tidak sengaja), dan barangsiapa membunuh seorang
mukmin Karena tersalah (hendaklah) ia memerdekakan seorang hamba sahaya
yang beriman serta membayar diat yang diserahkan kepada keluarganya (si
terbunuh itu), kecuali jika mereka (keluarga terbunuh) bersedekah. Jika ia (si
terbunuh) dari kaum (kafir) yang ada perjanjian (damai) antara mereka dengan
kamu, Maka (hendaklah si pembunuh) membayar diat yang diserahkan kepada
keluarganya (si terbunuh) serta memerdekakan hamba sahaya yang beriman.
Barangsiapa yang tidak memperolehnya, Maka hendaklah ia (si pembunuh)
berpuasa dua bulan berturut-turut untuk penerimaan Taubat dari pada Allah.
Dan adalah Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.3
Banyak jenis-jenis tindak pidanan pembunuhan yang diatur dalam Kitab
Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan hukum Islam, serta pengaturan
sanksi apa yang dijatuhkan dari setiap tindak pidana pembunuhan tersebut, baik
itu menurut KUHP dan Hukum Islam itu sendiri, adanya beberapa perbedaan
antara jenis-jenis dan tindak pidana pembunuhan dan sanksi yang dijatuhkan
untuk tindak pidana pembunuhan itu sendiri baik menurut KUHP dan Hukum
Islam.
3 Kementrian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemah, h. 135
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B. Urgensi Pembuktian Al-Amdu dan Dolus Dalam Hukum Pidana Islam dan
Hukum Pidana Positif
Abdul kadir audah mendefinisikan pembunuhan sengaja adalah
Pembunuhan sengaja adalah perbuatan yang menghilangkan atau
mencabut nyawa seseorang, Pengertian pembunuhan seperti ini dimaknai bahwa
perbuatan pidana pembunuhan tidak diklasifikasi apakah dilakukan dengan
sengaja, ataua tidak sengaja dan atau semi sengaja. Ini berarti bahwa tidak ada
yang dibebaskan dalam tuntutan pidana bagi pelaku pidana pembunuhan.4
Hukum Islam menempat tindakan pidana pembunuhan sejajar dengan
tujuh macam dosa besar. Menghilangkan nyawa seseorang tanpa alasan agama
yang sah sama dengan menghilangkan nyawa seluruh ummat manusia. Hukum
Islam menempat jiwa sesuadah agama, sebagai asasi untuk dibela, dijaga dan
dihormati. Untuk menghargai dan menhormati betapa penting hak hidup
sehinggah dalam hukum Islam memberikan sanksi pidana kepada pembunuh
dengan hukum mati. Hukuman terhadap pelaku kejahatan pembunuhan (delik
pembunuhan) dikenal dengan qishash. Dilik pembunuhan adalah merupakan
salah satu dari tujuh macam dosa yang paling besar, dan dosa pembunuhan adalah
sesudah dosa kafir.
4 Wahba Zuhali, al fiqh al islami wa Adillatuhu, Juz VI (Demaskus; Dar al-kitab Arabi:
1989),  h. 217.
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Di kalangan ahli hukum yang lain berpendapat bahwa hukum pidana
nasional telah menganut pidana mati, seperti termuat dalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 340, apabilah pelaku telah merencanakan
terlebih dahulu untuk melakukan pembunuhan itu. Hukuman pidana mati telah
ada norma yang mengaturnya, persoalannya adalah kemampuan menyidik dalam
mengungkapkan fakta pembunuhanitu dan pembunuhan bagai manakah yang
dikenakan hukuman mati.5
Perdebatan panjang mengenai penberlakuan pidana mati ini sebenarnya
bertitik tolak pada permasalahan keadilan rasa kemanusiaan dan pencegahan
terhadap timbulnya kejahatan lagi. Alasan para pakar menentang adanya
penjatuhan pidana mati terhadap tindak pidana pembunuhan adalah karena alasan
kemanusiaan dan penjatuhan pidana mati tidak akan dapat mencegah kejahatan
dan mengurangi angka kejahatan. Namun bagi mereka yang sepakat dengan
pemberlakuan pidana mati di Indonesia semata-mata karena rasa keadilan dan
ketentraman yang ada dalam masyarakat. Masyarakat menginginkan keadilan,
dimana bagi seorang pembunuh sepantasnya di bunuh pula. Ini terbukti dengan
adanya idiom didalam masyarakat bahwa hukum memberikan jaminan kehidupan
kepada pelaku pidana pembunuhan, sedangkan pihak keluarga korban menelan
kepahitan mendalam karena hukum tidak memberikan rasa keadilan dan
ketentraman. Sedangkan pembunuhan dalam konteks hukum pidana positif,
5 Salahuddin, Kita Undang-undang (Jakarta: Visimedia, 2008), h.82.
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dikategorikan atas pembunuhan yang dikehendaki oleh pelaku, pembunuhan
karena penganiayayaan dan pembunuhan karena keaalpaan dan kelalaian.
Hukaman pembunuhan sengaja dalam KUHP berfariasi pada unsur apakah
pembunuhan itu telah direncanakan lebih dahulu, atau pembunuhan itu karena
atas pemintaan korban atau karena ketakutan terhadap suatu keadaan yang
menimpa diri pelaku. Dari berapa jenis pembunuhan yang di sengaja tersebut,
yang dikenakan hukuman berdasarkan pasal 340-341-342-344 dan 346 KUHP
yaitu hukuman mati hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara dua
puluh tahun sampai hukuman penjara empat tahun.
Berat ringannya hukuman pidana pembunuhan dari pasal-pasal tersebut
tergantung pada latar belakang (motif) pelaku pidana pembunuhan. Tidak semua
pembunuhan disengaja dikenakan hukuman mati atau seumur hidup. Hukuman
mati dijatuhkan hanya atas tindak pidana pembunuhan karena di rencanakan
terlebih dahulu dan di lakukan secara sistematis.
Nilai moralitas dalam hukum pidana Islam dan pidana positif aspek moral
dipandang sebagai masalah yang penting dan sangat stategis, dengan moral dapat
dijadikan sebagai landasan kuat bagi terbentuknya suatu tatanan masyarakat yang
kondusif dan obektif. Karena urgensi inilah, Fazlur Rahman, sampai pada suatu
kesimpulan bahwa semangat daripada Al-Qur’an adalah semangat moral memang
problem moral dalam Islam diekspresikan dalam konsep amar ma’ruf nahi
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munkar. Memang problem moral dalam Islam sejak awal telah diproklamasikan
Nabi Muhammad sebagai suatu misi kenabian.
Dapat pula dipahami bahwa persoalan moral adalah suatu persoalan yang
melekat dengan diri manusia. Moral berfungsi sebagai standar mekanis dalam
menentukan perbuatan yang layak dan tidak layak untuk dikerjakan. Moral tidak
saja terdapat dalam tindakan itu sendiri, tetapi ia juga terdapat dalam keinginan
untuk hidup secara benar di dalam upaya untuk berbuat baik. Pada dasarnya
tujuan hukuman pada hukum pidana Islam dan positif adalah untuk menjerakan
dan memperbaiki pelaku kejahatan sekaligus masyarakat yang berarti.
C. Sanksi Hukum Terhadap Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
Dalam Al-Amdu dan Dolus
1. Hukum Atas Pelaku Pidana Pembunuhan Sengaja (Kesengajaan Tujuan)
Baik hukum pidana Islam maupun hukum pidan positif menganut
hukuman mati atas pelaku pidana pembunuhan sengaja dan dikenakan terlebih
dahulu dengan tujuan untuk membunuh namun terdapat perbedaan dalam
penerapan hukuman.
Dalam hukuman Islam penentutan dari keluarga korban sebagai dasar
memutuskan apakah pelaku pidana pembunhan dikenakan hukuman mati atau
dibebaskan dari hukuman mati dengan memaafkan pelaku pidana pembunuhan
dan hukuman gantinya diyat. Pelaku pidana pembunuhan menebus kesalahannya
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dengan pemberian kompensasi kepada keluarga korban atau hukuman ta’zir yaitu
hakim bebas untuk memilih hukuman mana tetap dan membawa kemaslahatan.
Apabilah kesemua hukuman itu tidak kesanggupi dengan pemberian maaf dari
keluarga korban pelaku tindak pidana dibebaskan dari segalah tuntutan hukuman
pidana.
Sedangkan dalam hukum pidana positif hukuman mati atau seumur hidup
atau 20 tahun penjara terhadap pelaku pidana pembunuhan diputuskan dalam
hakim yang didasarkan bukti-bukti material dan keakinan hakim. Dalam hukum
pidana positif walaupun pelaku tindak pidana pembunuhan telah dimaafkan oleh
keluarga korban tetap proses pemidanaan tetap diteruskan dan pelaku pidana tetap
dihukum.
2. Hukuman Pembunuhan semi sengaja (Kesengajaan keinsafan Kepastian)
Baik dalam hukum pidana Islam maupun hukum pidana Positif tidak
dijatuhkan hukuman mati atas pelaku pembunuhan yang bersifat kesengajaan
keinsafan kepastian.
Hukum pidana Islam memberikan hukuman pokok diyat yaitu suatu
pemberian kompensasi dari pelaku kepada keluaga korban, dan hukuman kafarat
atas pelaku pembunuhan semi sengaja, atau dengan hukuman ta’zir sebagai
hukuman pengganti. Apabilah pelaku pidana pembunuhan telah dimaafkan oleh
keluarga korban, baik dengan syarat tertentu atau dibaskan dari segala tuntutan
49
pidana. Sebagaimana denga pidana pembunuhan sengaja, pembunuhan semi
sengaja juga, tuntutan keluarga menjadi dasar dalam keputusan hakim.
Dalam hukum pidana positif hukuman atas pelaku pidana pembunuhan
semi sengaja (Kesengajaan keinsafan kepastian) yang dirancanakan dan
mengetahui akibat perbuatannya dijatuhkan hukuman penjara paling lama
limabelas tahun, atau 10, 9 tahun didasarkan pada seberapa besarnya motif dan
akibat dari perbuatannya. Sama dengan hukum pidana pembunuhan sengaja
tujuan, walaupun pihak keluarga korban memaafkan pelaku pembunuhan, tetapi
proses pemidanaan tetap dijalankan.
3. Hukuman Pembunuhan Kesengajaan Keinsyafan Kemunkinan
Seperti halnya hukuman pembunuhan semi sengaja, hukuman
pembunuhan tidak sengaja karena faktor kelalaian atau kealpaan, baik hukum
pidana Islam maupun hukum pidana positif, pelaku pidana pembunuhan tetap
dihukum walaupun bukan disengajakan.
Sebagaimana hukuman pada pembunuhan semi sengaja, hukum pidana
Islam tetap memberikan hukuman diyat dan hukuman kafarat kepada pelaku
pidana pembunuhan, dan hukuman ta’zir sebagai hukuman pengganti. Hakim
dalam menjatuhkan hukum ta’zir atas pelaku tindak pidana harus
mempertimbankan unsur kemaslahatannya. Demikian juga, pemberian maaf dari
keluarga sebagai dasar bagi hakim untuk menjatuhkan putusan. Pemaafan dari
keluarga dapat menghapus segala tuntutan pidana atas pelaku pidana
pembunuhan.
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Dalam hukum pidana positif mengancam pelaku pidana pembunuhan
karena kesalahan atau kelalaian atau kealpaan dengan hukum penjara paling
lama lima tahun atau hukuman kurungan paling lama satu tahun. Dapat juga
terbebas dari tuntutan jika kedalam pembuktian benar-benar pelaku pidana
pembunuhan tidak melakukan unsur kesengajaan baik kesengajaan tujuan
maupun kesengajaan keinsyafan kepastian.
D. Persamaan dan Perbedaan Hukum Pidana Islam dalam Al-Amdu dan
Hukum Pidana Positif dalam Dolus
1. Persamaan Antara Hukum Pidana Islam dan Hukum Pidana Positif
Pada dasarnya, tujuan dari keberadaan hukum pidana Islam dan
hukum pidana positif adalah memberikan kedamaian dan keamanan serta
melindungi kepentingan masyarakat. Penerapan hukuman pada hukum pidana
Islam dan hukum pidana positif adalah dengan tujuan agar dapat
menegendalikan situasi dan masyarakat serta untuk menimbulkan kesadaran
bagi para pelakunya agar tidak mengulangi kesalahan yang sama.
Persamaan selanjutnya adalah hukum pidana Islam dan hukum pidana
positif sama-sama menaruh perhatian yang cukup besar mengenai kejahatan
terhadap nyawa atau dapat kita sebut dengan tindak pidana pembunuhan.
Hukum pidana Islam mengatur dan membahasnya dengan sangat rinci sekali
dari mulai bentuk-bentuk, unsur-unsur sampai sampai dengan kepada sanksi
hukumannya. Begitu juga hukum pidana positif. Didalam Kitab Undang-
undang Hukum Pidana Bab XIX Tentang kejahatan terhadap nyawa, di dalam
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pasal tersebut terhadap 13 pasal yaitu mulai pasal 338 sampai pasal 350 yang
membahas mengenai kejahatan ini dan lebih khusus lagi dalam pasal-pasal
tersebut lebih mengatur tentang tindak pidana pembunuhan secara sengaja
(Dolus) yang dijabarkan dengan cukup rinci.6
Dibawah ini, analisis persamaan diatas jika dispesifikkan atau
diringkas adalah:
1. Jika dilihat dari pengertiannya antara hukum pidana Islam dan hukum
pidana positif adalah
a. Sama-sama memberikan pengertian atau menjelaskan dengan tujuan
yang sama yaitu supaya seseorang berprilaku dengan baik dan benar.
b. Sama-sama memberikan penjelasan supaya kesadaran seseorang tetap
terjaga.
c. Sama-sama membahas secara rinci mulai dari adanya bentuk-bentuk
tindak pidana pembunuhan, sampai pada sanksi hukuman bagi tiap-
tiap tindak pidana pembunuhan.
2. Jika dilihat dari bentuk-bentuk tindak pidana pembunuhan menurut hukum
pidana Islam dan hukum pidana positif adalah Sama-sama menjelaskan
macam-macam atau bentuk-bentuk dan unsur-unsurnya dalam tindak
pidana pembunuhan baik dalam prespektif hukum pidana Islam maupun
hukum pidana positif.
6Moeljatno, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 122.
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3. Jika dilihat dari sanksi-sanksi yang ada dalam tindak pidana pembunuhan
menurut hukum pidana Islam dan hukum pidana positif adalah adanya
sanksi dalam tindak pidana pembunuhan menurut hukum pidana Islam
dan hukum pidana positif adalah sama-sama bertujuan sebagai norma
hukum dan sebagai alat pemaksa agar seseorang mentaati norma-norma
atau aturan-aturan yang berlaku dan agar tidak menyepelekan setiap
tingkah laku.7
2. Perbedaan Hukum Pidana Islam dalam Al-Amdu dan Hukum Pidana
Positif dalam Dolus
Perbedaan antara hukum pidana Islam dan Hukum pidana positif
antara lain dalam ditinjauan umum dari tindak pembunuhan. Didalam hukum
pidana Islam, tindak pada sudah termasuk menjunjung tinggi nilai-nilai
kemanusiaan yang universal dan memberikan rasa keadilan. Tetapi ada salah
satu tindak pidana tersebut kurang mencerminkan keadilan dan ketegasan
dalam upaya penerapannya, dimana dalam hukum pidana Islam ini hukuman
utamanya qishash atau balasan yang setimpal  dengan apa yang sudah
diperbuat kepada orang lain, salah satuh contoh jika orang tua membunuh
anaknya secara sengaja didalam syarat wajib qishash mngatakan bahwa “
orang tua tidak dihukum dengan sebab membunuh anaknya” jadi hukuman
dalam tindak pidana pembunuhan anak oleh orang tuanya menurut hukum
pidana Islam ini tidak dihukum. Jika dibandingkan dengan hukum pidana
7 Satjipto Raharjo, Ilmu Hukum (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2000), h. 191
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positif, dapat dikatakan bahwa, didalam hukum pidana positif sudah
menceminkan keadilan dan ketegasan dalam upaya penerapan hukuman
tindak pidana pembunhan sengaja.
Dilihat dari segi perbedaan konsep hukum pidana Islam dan KUHP
nasional mengenai unsur kesengajaan dalam pembunuh yaitu:
a. Alat yang digunakan
Hukum pidana Islam dijelaskan bahwa yang dapat dikategorikan
pembunuhan secara sengaja adalah apabila pembunuh tersebut dilakukan
dengan cara dicekik, dibakar, dipukul sampai mati atau dengan
menggunakan alat-alat yang secara umum dapat menyebabkan kematian.
Sedangkan dalam Hukum Pidana positif tidak menjelaskan secara detail
mengenai alat apa yang digunakan dalam menghilangkan nyawa orang
lain (membunuh), KUHP hanya mengancam setiap orang yang melakukan
pembunuhan dengan sengaja, sama halnya dengan konsep KUHP nasional
yang tidak menjelaskan secara detail mengenai penggunaan alat yang
digunakan dalam melakukan pembunuhan.
b. Perbuatan
Bahwa dalam Hukum pidana Islam, setiap perbuatan yang dilakukan
dengan adanya niat, rencana atau dengan menggunakan alat yang dapat
menimbulkan kematian, maka semua hal tersebut dianggap sebagai
pembunuhan sengaja. Sedangkan dalam hukum pidana positif, setiap
perbuatan dijadikan sebagai unsur-unsur yang mengarah terhadap delik,
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misalnya jika sesuatu pembunuh dilakukan dengan rencana (memiliki
rentan waktu yang lama dengan terjadinya delik), maka pembunuhan
tersebut tidak dikategorikan pembunuhan biasa seperti yang di sebutkan
dalam pasal 338 KUHP, melainkan telah memenuhi unsur tindak pidana
pembunuhan sebagaimana yang diuraikan dalam pasal 340 KUHP, begitu
juga dengan konsep KUHP nasional bahwa pembunuhan yang diatur
didalam pasal 580 dengan pasal 589 atau pasal lainnya memiliki hukuman
yang berbeda hal ini dikarenakan delik setiap pasal berbeda.
c. Ancaman sanksi
Dalam hukum pidana Islam setiap pembunuhan sengaja diancam dengan
hukuman qishash sebgai hukuman pokok dan diyat sebagai hukuman
pengganti. Sedangkan dalam hukum pidana positif  ancaman sanksi yang
dimuat dalam KUHP, khususnya dalam pasal 338 KUHP hanya dikenakan
penjara paling lama 15 (lima belas) tahun, hal ini berbeda dengan
pembunuhan sengaja lainnya, seperti pasal 339 dan 340 memiliki ancaman
pidana yang berbeda. Dalam konsep KUHP nasional telah menerapkan






1. Konsep hukum pidana Islam terhadap Al-amdu menjungjung tinggi
nilain-nilai kemanusiaan yang universal dan memberikan rasa keadilan
yang seimbang dengan menempatkan keluarga korban sebagai unsur
penentu dalam menjatuhkan hukuman pidana mati terhadap pelaku
pidana pembunuhan. Penjatuhan hukuman mati atau dibebaskan dari
hukuman mati didasarkan papa etekad baik keluarga korban.
2. Konsep hukum pidana positif terhadap Dolus juga menjunjung nilai-
nilai kemanusiaan yang universal, namun untuk memberikan rasa
keadilan sangat ditentukan oleh putusan hakim, tanpa dimintai
pertimbangan dari pihak keluarga korban.
3. Dalam hukum pidana Islam pembunuhan sengaja, mewajibkan
qishash, sedangkan dalam hukum pidana positif Nasional, hukuman
mati hanya dikenakan bagi pelaku pembunuhan yang direncanakan.
B. Saran
1. Kepada masyarakat hendaknya jangan melakukan tindak pidana
penganiyaan dan pembunuhan, sebab hukum Allah pasti berlaku atas
pembuat jarimah-jarimah tersebut di akhirat.
2. Kepada para Ulama dan Hakim hendaknya memberikan penerangan
tentang sanksi pembunuhan sengaja, agar dapat dipahami dengan jelas
mengenai hal tersebut, sehingga jarimah atau pelaku semacam itu
dapat dihindari.
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3. Supaya lebuh mengaktifkan lembaga pembinaan hukum nasional,
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